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2. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

5

PERMA
Nomor 14 Tahun 2016

1

Pasal 49
UU Nomor 7 Tahun 1989 

sebagaimana diubah

dengan UU Nomor 3 Tahun

2006

Pasal 55
UU Nomor 7 Tahun 1989 

sebagaimana diubah

dengan UU Nomor 3 Tahun

2006

2

3
PUTUSAN MK
Nomor 093/PUU-X/2012 

tanggal 29 Agustus 2013
4

PERMA
Nomor 2 Tahun 2015 

sebagaimana diubah

dengan PERMA Nomor 4 

Tahun 2019

Dasar Hukum



(Jalur Penyelesaian Sengketa, Dasar Hukum, Jenis

Perkara dan Jenis Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi)

Sengketa Ekonomi Syariah

1



Penyelesaian 
Sengketa Ekonomi 

Syariah

Litigasi

Sederhana Biasa

Non Litigasi

- Musyawarah

- Mediasi Perbankan

- Badan Arbitrase Syariah/Lembaga 
sejenis (BMAI, BPSK, dll)

1. Jalur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah



3. Jenis Perkara Ekonomi Syariah

PERKARA 
EKONOMI 
SYARIAH

(Ps 1 ayat 4 
Perma No. 
14/2016)

1. Bank Syariah

2. LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah)

3. Asuransi syariah

4. Reasuransi syariah

5. Reksadana syariah

6. Obligasi Syariah

7. Surat berharga berjangka syariah

8. Sekuritas syariah

9. Pembiayaan syariah

10. Pergadaian syariah

11. Dana pensiun lembaga keuangan syariah, 

12. Bisnis syariah

13. Wakaf, zakat, infaq, dan sadaqah yang bersifat komersial (kontensius ataupun 
voluntair)



4. Tata Cara Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi

LITIGASI

SEDERHANA  
(PERMA No.14/2016 jo. 

PERMA No. 4/2019 tentang 
Perubahan PERMA No. 2/2015)

BIASA

(Ps. 54 UU No.7/1989; Buku II; 
Pola Bindalmin, PERMA No. 

14/2016)  



(Pengertian, Dasar Hukum dan Keuntungan Gugatan

Sederhana)

Gugatan Sederhana
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PERMA  4 TAHUN 2019
Pasal 1 ayat (1)

Penyelesaian gugatan sederhana

adalah tatacara pemeriksaan di

persidangan terhadap gugatan perdata

dengan nilai gugatan materiil paling

banyak Rp500 juta yang diselesaikan

dengan tata cara dan pembuktian

sederhana.

Nilai gugatan 

paling banyak 

Rp500 juta

Tata cara 

pemeriksaan 

sederhana

Pembuktian 

sederhana
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Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 
2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan 
Sederhana

Perma Nomor 4 Tahun 2019

Tentang  Tatacara Penyelesaian Perkara Ekonomi 
Syariah

Perma Nomor 14 Tahun 2016

Catatan:
Pasal 3 (3) Perma No. 14/2016 menunjuk

Perma No. 2 thn 2015 dalam Penyelesaian

Perkara Ekonomi Syariah.
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Dari segi waktu lebih singkat karena dibatasi 25 hari
Dibandingkan dengan gugatan biasa (Vide: SEMA No. 2 tahun 2014):

▪ Di Pengadilan Tk.Pertama : 5 bulan;

▪ Di Pengadilan Tk.Banding : 3 bulan;

▪ Di Tk. Kasasi/Peninjauan Kembali : 1 bulan;

Dari segi proses lebih sederhana dan cepat
Bandingkan dengan perkara biasa:

1. Provisi 4. Intervensi

2. Eksepsi 5. Pihak boleh lebih dari satu orang tanpa batasan

3. Rekonvensi 6. Objek sengketa tidak dibatasi/semua sengketa

Dari segi upaya hukum: mengajukan keberatan,
✓ Diajukan kepada ketua pengadilan;

✓ Hakim hakim

✓ Yang diperiksa: Putusan dan berkas gugatan sederhana; Permohonan keberatan & memori

keberatan; Kontra memori; Tidak dilakukan pemeriksaan tambahan.

Sedangkan perkara biasa, upaya hukumnya:

1. Verzet 2. Banding 3. Kasasi 4. Peninjauan Kembali



Nilai Gugatan, Jenis Sengketa, Subjek Hukum,  

Formalitas Gugatan Sederhana
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Nilai Gugatan, Jenis Sengketa, Subjek Hukum dan Domisili Pihak

1 2

43

Nilai Gugatan Maks. 500 Jt

▪ Pasal 3 ayat (1) Perma 4/2019

▪ Pasal 1 ayat (1) Perma 14/2016

Subjek Hukum

Terdiri dari Penggugat dan 

Tergugat, masing-masing tidak 

boleh lebih dari 1 kecuali 

mempunyai kepentingan 

hukum yang sama (Pasal 4 (1) 

Perma 4/2019) 

Jenis Sengketa

Wanprestasi dan/atau PMH 

▪Wanprestasi berawal dari akad

▪PMH pelanggaran thd UU

Pasal 3 (1) Perma 4/2019

Domisili para Pihak

• Penggugat dan Tergugat berdomisili

di daerah hukum yang sama (Pasal 4

ayat (3) Perma 4 Tahun 2019)

• Dalam hal Penggugat berada di luar

wilayah hukum yang berbeda dengan

Tergugat, maka Penggugat menunjuk

kuasa yang beralamat di wilayah

hukum domisili Tergugat (Pasal 4

ayat (3a) Perma 4 Tahun 2019)



1. Tergugat wajib diketahui tempat 

tinggalnya
Tergugat yang tidak diketahui tempat 

tinggalnya tidak dapat diajukan gugatan 

sederhana

2. Waktu Penyelesaian 25 

hari

Penyelesaian gugatan 

sederhana maksimal 25 hari 

sejak sidang pertama

3. Terbatas sampai jawaban

Tidak dapat diajukan replik, 

duplik, tuntutan provisi, eksepsi, 

rekonvensi dan intervensi

4. Kehadiran PIhak
Penggugat dan Tergugat wajib secara 

langsung hadir di persidangan dengan 

dan/atau tanpa didampingi kuasanya 

(Pasal 4 (4) Perma 4/2019)

5.  Perkara Pengecualian
Sengketa yang diselesaikan oleh 

pengadilan khusus dan sengketa 

atas tanah tidak termasuk 

gugatan sederhana (Pasal 3 ayat 

(2) Perma 4/2019)

6. Wajib Melampirkan Bukti

Penggugat wajib melampirkan bukti 

surat yang sudah dilegalisasi pada saat 

mendaftarkan gugatan sederhana 

(Pasal 6 ayat (4) Perma 2/2015)

Ciri/Kriteria Awal Gugatan Sederhana 



Model L.1, Model L.2, Model L.3, Model L.3A, Model L.4, 

Model L.5, Model L.6, Model L.7, Model L.8, Model L.8A.

Formulir Gugatan Sederhana
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Formulir L.1 (Formulir Gugatan Sederhana) 



Formulir L.1 (Formulir Gugatan Sederhana)                  Lanjutan .... 



Formulir L.1 (Formulir Gugatan Sederhana)                  Lanjutan .... 



Formulir L.1 (Formulir Gugatan Sederhana)                  Lanjutan .... 



Formulir L.2 (Jawaban atas Gugatan Sederhana)



Formulir L.2 (Jawaban atas Gugatan Sederhana)             Lanjutan....



Formulir L.5 (Memori Keberatan)



Formulir L.6 (Kontra Memori Keberatan)



Formulir L.8 (Akta Perdamaian)



Formulir L.8A (Perdamaian di Luar Sidang)
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